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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ceruk, 29 Maret 1982, agama
Islam, pekerjaan Usaha Jual Beli Sepeda
Motor, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,
Nomor Telepon xxxxxxxxxx, dan Domisili

elektronik xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOON, tempat dan tanggal lahir Nias, 10 Agustus 1982, agama
Islam, pekerjaan Usaha Warung Kelontong,
pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan
Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi

Kepualuan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ntn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ceruk pada
tanggal 17 Februari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi
Riau, sekarang setelah adanya Pemekaran menjadi Kecamatan Bunguran
Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/19/11/2003 tanggal 19 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman orang tua Pemohon di Ceruk, Desa Ceruk, Kecamatan
Bunguran Timur Laut, selama 5 (lima) bulan, Kemudian Pemohon dan
Termohon pindah ke rumah kontrakan diTanjungpinang, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau, selama 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan
Termohon kembali lagi ke Natuna dirumah kediaman bersama Ceruk, Desa
Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, selama 17 (tujuh belas) tahun,
sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah
kediaman bersama;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama:

a. Anak, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Ceruk 23
November 2008;
b. anak, NIK: XxXxxxxxxxxxxX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 25

Juni 2015; Dan sekarang anak yang di atas huruf (a) berada dalam

asuhan Pemohon, sedangkan anak yang dihuruf (b) tersebut berada

dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun
akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023, mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan, Dimana Pemohon sudah menikah siri
dengan wanita lain, hal ini sudah diketahui oleh Termohon bahkan Termohon
sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita idaman lain,
akan tetapi setelah berjalan 1 tahun Pemohon menikah siri dengan wanita
tersebut, Termohon tiba-tiba berubah sikap dan perilaku kepada Pemohon,
bahkan setiap hari Termohon sering pmarah-marah kepada Pemohon,
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sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar
mengenai masalah pernikahan siri Pemohon tersebut;

5. Termohon menjual barang-barang peralatan rumah tangga tanpa
sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui dari saudara Pemohon
yang mengatakan kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada
bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon sudah tidak mau lagi untuk
berumah tangga dengan Termohon sebagaimana yang tersebut diatas angka
(4), sejak kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan
Termohon, sekarang Pemohon tinggal di kediaman kontrakan yang
beralamatkan Ceruk, RT007 RWO003, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran
Timur Laut, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di
Jemengan, RT001 RWO006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran
Timur, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal
bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh
pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi
melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana
tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat
hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cg. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOON) di depan sidang Pengadilan
Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
SUBSIDER
Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
kedua hingga putusan ini dibacakan Termohon tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Fatah,
S.H.l., M.H.I.) tanggal 15 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
mengajukan jawaban karena Termohon tidak lagi hadir di persidangan setelah
mediasi hingga puutusan ini dibacakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103152903820001, atas

nama Rozali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07

Maret 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim
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memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/19/11/2003, atas
nama Bujang Rojali bin Auzar dan TERMOON, yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran
Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Februari
2003. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim
memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
B.Saksi
Saksi 1 umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di Ceruk,Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak Dan sekarang anak yang pertama beradadalam asuhan
Pemohon, sedangkan anak yang kedua berada dalamasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon
sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau
mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh
Pemohon tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon tersebut;
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- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Pemohon menikah
siri dengan wanita lain, dan pada sat itu Termohon mengizinkannakan
tetapi sekarang Termohon tiba-tiba berubah sikap dan perilaku
kepadaPemohon, bahkan setiap hari Termohon sering marah-marah
kepada Pemohon,ditambah lagi Termohonmenjual barang-barang
peralatan rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4
(empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal
bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggaldi kediaman kontrakan di
Desa Ceruk sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan
di Kelurahan Ranai Kota ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon
dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon
dan Termohon namun tidak berhasil;
Saksi 2 umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan iman
masjid, bertempat tinggal di Provinsi Kepuluan Riau, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di Ceruk, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur
Laut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak Dan sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan
Pemohon, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan

Termohon;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon

sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau

mendengar pertengkaran mereka;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh

Pemohon tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon tersebut;

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Pemohon menikah

siri dengan wanita lain, dan pada sat itu Termohon mengizinkannakan

tetapi sejak 1 tahun terahir Termohon tiba-tiba berubah sikap dan

perilaku kepada Pemohon, bahkan setiap hari Termohon sering marah-

marah kepada Pemohon, ditambah lagi Termohon menjual barang-

barang peralatan rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4

(empat) bulan yang lalu;

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal

bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di kediaman kontrakan

di Desa Ceruk, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah

kontrakan di Kelurahan Ranai Kota ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon

dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon

dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama 4 (empat) bulan karena Pemohon sudah menikah sirri dengan
perempuan lain dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban terhadap
dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak datang lagi ke
persidangan setelah mediasi atau saat sidang kedua sampai putusan ini
dijauhkan, sehingga perkara ini diputus secara Contradictoir;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2
merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli
surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai
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Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3
Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas
kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi
syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim
patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 17 Februari 2003, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti
P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari
2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Auzar Bin Mat Renak dan Yahya Bin Sipit, keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon
serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
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diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis
serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain
yang awalnya disetujui oleh Termohon;

- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
bersama kuang lebih selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa, anatara Pemohon dan Termohon sudah dinashati untuk rukun
kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami
keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali
rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon
telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,

yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan
Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto
Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara ex officio
untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga
mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha
sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, Majelis
Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban suami terhadap
istri yang dicerai. Atas penjelasan tersebut, Pemohon bersedia memberi mut'ah
berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula
menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “perkawinan yang
putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak
kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula

dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 241.:
Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf’.
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu
mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang

berbunyi sebagai berikut:

Moz Bluw pos> s p2g2ies...
Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan
lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, mut'ah
merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah
tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat
mengimbangi nilai pengabdian Termohon istri yang selalu melayani suami.
Berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah
mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan
mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon
dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal
160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut
dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa kesediaan Pemohon untuk memberi mut’ah kepada
Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Hakim memandang
bahwa hal tersebut cukup wajar jika dibandingkan dengan pengabdian yang
telah diberikan Termohon kepada Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan
pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan dan
kemampuan Pemohon serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada
Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai
pengakuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOON) di depan sidang Pengadilan
Agama Natuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada
Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan
sebagai berikut:
4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal
26 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.l., M.H.l., sebagai Hakim
tunggal berdasarkan  Surat Ketua  Mahkamah  Agung, Nomor
10/KMA/HK.05/1/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ lzin
Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga
oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon ;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Edy Efrizal, S.H., M.H. Sardianto, S.H.l., M.H.I.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
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- Panggilan 'Rp 200.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp ,00

- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.
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